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KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secarm komprehensif
terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya
diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peningkat kelayakan yang
dikeluarkan oleh suaty lembaga yang mandiri dan profesional.

bahwa akreditasi seholah adalal hematan penilaian (asesmien) seholah secara
sistematis dan komprehensif melalui kegatan evaluasi diri dan evaluasi
eksternal (visitasi) untuk menchtukan kelayakan dan kinerja sckolah.

bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka  sekolah harus
menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur pemlaian
akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasioanl s=kolah:

bahwa hampir semua sekolah yan £ berada di Kabupaten Buton memiliki izin
operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin
operasional secara fakival, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan
tidak ditemukan lagi;

bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan
dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekalah oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sepabaimana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Momor 32 Tahun 2004 lentiang Pemenntahan Daerah -

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi

Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2010 tentany Guru |
Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 tanggal 26
April 2002 temang Pedoman Pendinian Sekolah ;

Peraturan Menten Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikann Nasional

Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 ientang Akreditasi;

. Peraturan Pemenntah nomor 19 tahun 2005 tentang Siandar Nasional

Pendidikan.



Me - .
emperhatikan - I. Kepmendikbud Nomor 193/P2012 tentang Perubahan  atas

Kepmendikbud Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi
Nasional ~ Perguruan  Tinggi, Badan  Akreditasi  Nasional
SekolahMadrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non
Formal Periode Tahun 2012-2017.

2. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.UPP.00/05/ 2008
tentang Akreditasi SekolahMadrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Ijin Operasional kepada
sekolah dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang

K tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; .z

:DUA Segala fasililas kelengkapan yang menjadi syaral akreditasi sekolah dan
kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
menjadi tanggung Penyelengpara Sekolah;

KETIGA Dalam hal pelaksanaan proses akrediatsi yang lakukan mengikuti petunjuk dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
ﬂl_,‘-ﬂb'l'[a _diktmudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan im, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dutetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : Jumi 2017
Tembusan di ! ikan Kepada :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jukarta;

Isnpektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,

Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Gubemur Sulawesi Tenggara di Kendari;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
Bupat Buton di Pasarwajo,

Fema DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo,
Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Tempat,
Kepala Sekolah yang bersangkutan,
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